PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR : 5%/ 2! / TAHUN 2012

TENTANG

PE FUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA PASAR GROSIR DAN / ATAU PERTOKOAN

Meninmbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SIBOLGA,

a. bahwa Peraturan Daerah Kota S'ibolga Nomor 5 Tahun 2012 Tentang
Retribusi Jasa Usaha telah ditetapkan pada tanggal 18 April 2012, dan
telah diundangkan .dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2012
Nomor 5 pada tanggal 04 Mei 2012;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalafn huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Usaha Pasar Gosir dan / atau Pertokoan; ‘
. Undang-undang No. 8 Drt Tahun 1956 tentahg Pembentukan Daerah
Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 4
. Undang-undang Nomor 49 Prp Tezhun 1960 tentang Panitia Urusan
Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lemba;:an Negara Republik Indoneéia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembarén Negara Republik Indpnesia Nomor 4286);

. Undang%undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kéuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomc_)r 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); | ‘
. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikéaan Pengelolaan |
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang....
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Menetapkan

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

10.

11.

12.

13.

14.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undaing—undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undané—undang 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah-(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844); 3

. Undang-undang Nomor 33Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049); _
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140,' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoir
4578); '

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Cara Pemberian dan

- Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerjntahan yang menjadi Kewenangan Kota Sibolga (Lembaran Daerah
Kota Sjibolga Tahun 2008 Nomor 9); ,
Peratui‘an Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi
daﬁ T‘;mkeda Dinas-dinas Daerah Kota Sibolga (Lembéran Daerah Kota
Sibolg;x Tahun 2008 Nomor 11); '

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sibolga
Tahun 2009 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

: PERATURAN DAERAH TENTANG  PETUNJUK ?"PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG RFETRIRIIQT TAQA TIQAHA DAQAD MIDACTD MAN ATATT



BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Siboiga.‘

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan

Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

_-sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Walikota Sibolga, dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintzhan Daerah, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota Sibolga.

.- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Kepala Daerah adalah Walikota Sibolga, yang selanjutnya disebut Walikota.

Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan dan retribusi
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kota Slbolga

dengan persetujuan bersama Walikota Sibolga.

8. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Sibolga.

10.

11.

12.

13.

14

15.

1e.

Pasar Daerah adalah tempat perternuan antara penjual dengan pembeli barang maupun jasa-jasa
yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasar Grosir dan Pertokoan adalah Pasar Grosir berbagai jenis baranag, termasuk tempat
pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, fasilitas pasar/ pertokoan dan usaha lainnya. '
Retribusi Daerah, yang sclanjutnya disebut Retribusi; adalah Pungutan Daerah sebagai
pembayaraﬁ atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi atau Badan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang
melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komandlter perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha
milik daerah ( BUMD) dengan pama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, ' dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan orgamsasx massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dqn bentuk badan lalnnya termasuk kontrak investasi kolektif dan
bentuk usaha tetap. ] : :

Jasa adalah kegiatan Pemermtah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang,
fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan

kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan
retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong
retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib
Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kota Sibolga.



17.

18.

19.

20.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti' pemi)ayaran atau
penyetéran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketétapan
retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

Surat Iietetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah
kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk

" melakukan taglhan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghlmpunan data objek dan subjek
retribusi, penentuan bhesarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada
Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau .
bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu sfandar pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kqwajibén retribusi daerah dan/atau untuk tujﬁan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan
oleh Pehyidik untuk mencari serta mengumpulkén bukti yang dengan bukti jtu membuat terang
tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Objek Retribusi adalah setiap pemanfaatan/penggunaan fasilitas Jasa Usaha Pasar Grosir dan/
atau Pertokoan, | B

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan fa51]1tas

pelayanan Pasar Gro:.r dan / atau Pertokoan.

Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan Pasar Grosir dan / atau Pertokoan.
Pasal 2

Memberlakukan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa
Usaha Pasar Grosﬁrdan / atau Pertokoan ‘

BABII
PELAKSANAAN
Pasal 3

Pelaksanaanf Peraturan Daerah };ebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pelaksanaan teknisnya
ghserahkan kepada Kepala. Dmas Perindustrian Peradagangan Koperasi dan UKM, dan dalam
melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Walikota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga :
pada tanggal 14 erbuvl(ozr 2012

WALIKOTA

M. SYARFI HUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

MOCHAMAD SUGENG
LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2012 NOMOR



